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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 33 TARUN 2009 

TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TAHUN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 
: a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Lubuklinggau Masa Bhakti 2004 2009 Tahun Anggaran 2009 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2009; 

b. bahwa Peraturan Waikota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dịpandang pertu diadakan perubahan dan penyempurnaan karena pada Pasal 2 
ayat (1) menyebutkan untuk masa Bhakti 2004 - 2009 dan pada Pasal 4 
menyebutkan biaya perumahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2009; 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau. 

:1. Ündang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tạmbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemtbaran Neg 
Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.. 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla 
Nomor 4844); 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, 
Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat 
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5043); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4721); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daereah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Neara 
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negerí Nomor 13 Tahun 2006; 

17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2006 tentang kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Lubuklinggau; 

18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 

19. Peraturan Daerah/ 



Menetapkan 

19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susuan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nonmor 03): 

20. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 

21. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

23. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TAHUN 2010. 

BAB | 

KETENTUAN UMUM 

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubiklinggau. 

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Pimpinan 

adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau. 

a. Ketua 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB I 

TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota LubukLinggau 
Masa Bhakti 2009 –2014 di tetapkan Tunjangan Perumahan sebagai berikut: 

Rp. 4.100.000,-/bulan 
b. Wakil Katua 



b. Wakil Ketua........ 

G. Anggota. 

Rp. 3.700.000.-bulan 

(2) Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di bayarkan secara tunai setiap bulan 
tahun anggaran berjalan. 

Rp. 3.400.000.-/bulan 

PPh Pasal 21 terthitung di potong dari Tunjangan Perumahan yang di terima oleh 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau 
sebagaimana dimaksud Pasal 2. 

Pasal 3 

Biaya tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2010 
pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal, 30 pESEMBer 2009 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Bhakti 2004 - 2009 Tahun Anggaran 
2009 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan 
tidak beraku. 

6H4KiSROPY AYUB 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan dan dibertakukan 
terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2010 sampai tanggal 31 Desember 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Pasal 6 

Ditetapkan di Lubukinggau 
pada tanggal, 30 DESEMGER 2009 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 33 

LURUKLIŅGGA, 

H. RIDUAN EFPENDI K 
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